BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.441, 2021 KEMENKO-PMK. Otk. Perubahan

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan dan
penyelenggaraan layanan sistem informasi dan
pengelolaan data serta menindaklanjuti kebijakan
penyederhanaan birokrasi sebagai upaya peningkatan
kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, perlu melakukan penataan
organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

b. bahwa  Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian = Koordinator @ Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga

perlu diubah;
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Mengingat

Menetapkan

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian  Koordinator @ Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3.  Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang
Kementerian  Koordinator  Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9
Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:
a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
b. Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan
Komunikasi;
c. Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data; dan

d. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12
Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:
a. Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Pasal 13 dihapus.
4.  Pasal 14 dihapus.

5. Pasal 15 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 16
Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan administrasi
pengelolaan dan penanganan kegiatan strategis dan isu
strategis di bidang pembangunan manusia dan

kebudayaan.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi
pengelolaan kegiatan strategis; dan
b. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi
pengelolaan dan penanganan isu strategis bidang

pembangunan manusia dan kebudayaan.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 18
Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19
Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
pelaksanaan dukungan persidangan, penataan
organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan
perundang-undangan dan advokasi hukum, komunikasi

publik dan pelayanan infomasi, serta perpustakaan di
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lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19, Biro Hukum, Persidangan, Organisasi,

dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan pelaksanaan dukungan penyiapan
bahan dan pengelolaan hasil persidangan;

b. koordinasi dan pelaksanaan dukungan
penyusunan peraturan perundang-undangan dan
advokasi hukum;

c. penataan dan penguatan organisasi, penataan dan
penyempurnaan sistem ketatalaksanaan, serta
pengembangan organisasi dan tata laksana;

d. pengelolaan komunikasi publik dan pelayanan
informasi; dan

e. pengelolaan perpustakaan.

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 21
Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi
terdiri atas:
a. Bagian Persidangan; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25 dihapus.

Pasal 26 dihapus.

Pasal 27 dihapus.
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15.

16.

17.

Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima BAB III
disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian KeempatA

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian KeempatA

Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 3 (tiga)
pasal, yakni Pasal 27A, Pasal 27B, dan Pasal 27C

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A
Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 27B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27A, Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan

Data menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi;

b. pengembangan dan penerapan sistem informasi;

c. pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, dan
pengamanan infrastruktur, sistem jaringan, dan
layanan teknis; dan

d. pelayanan dan penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 27C
Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan huruf b Pasal 30 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 30

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
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a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol,;
b. Bagian Rumah Tangga; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35
Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan fasilitasi urusan kerumahtanggaan,
pengelolaan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan

barang milik /kekayaan negara.

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 36
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35, Bagian Rumah Tangga
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan
kerumahtanggaan; dan
b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan
pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan barang

milik/kekayaan negara.

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38
(1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas
melakukan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan
operasional kantor, pengelolaan keselamatan kerja,
keamanan, dan urusan perlengkapan.
(2) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas
melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan

penyusunan rencana kebutuhan dan distribusi
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21.

22.

23.

pengadaan barang/jasa, pelaksanaan dukungan
administrasi  pengadaan  barang/jasa, serta

pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Ketentuan Pasal 178 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 178

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah karena sifat
tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan
fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

(2) Ketentuan mengenai Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179 dihapus.

Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor
4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian = Koordinator @ Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) diubah, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri Koordinator ini.

Pasal 11
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2021
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



-10-

2021, No. 441

VNVONIE VOEVE NN STYYW

" VT 1 VESIT LNV MY
ltxg(h,ﬂehucra..l: ix{!. ?...u(..’n.__..htu xdﬂﬁn.” NVVIIALHVTSESN Ny vt TS e K T VO NVATHIHV S VA TVER) NVAVCM S NS o
POUNVHYL SN A0 N3 S Y IVINNEIN M A LA i) N AL Sty AT o ) ML N AL T ) P R Y
i A Gl - e i(.-u:.. Nvi (tﬂ.. A N iy IVHAAYTONS MVEVONE B agtggin Kol a..il)a oy
LN MR R - DedA 0 1R LRRY (RO ORI R RRY e L
FORINEL PV MM IN A NVT Lt M A NUVAVE DN AW A A DEVAN S POV TN U TV MWL TTHCN Nwa WIROS
PV TEVROA N HIQIO N Z(G 56!. cl. i MY NV IV ONON B PRV NYVAN O S
[ NALBIEY U3 wALS 1By LB NALS1GY _ RV (LN ML SRV
UV ICORNOOUME Bl FOVAVHES % RO FOVAN BAA MV AN VIR
LA — HVD 0V NN _ HWD L2100 NYN-VAE MYVEVMINDY SRS HFANTA SNV Nk

ISOMNOATM LLNARO NALLSISY

AN NGl

LA 90 N SIeY

U0 WNana

Lo

LUNERO0 NALISY

Wwiano

LN 20

AYRIVLIENIS m AVRIVL RONIG — SUTTIE o m AVRIVLINNSS ~ AV LIRS — LVRIVL BTG —
VRTOTUIV IGTUI00N NYD TOVUT YO VLS Iud VONNRE NV NV AN R e T WHYONIG NTONY NICONTIGY MY IVIROS

B e e ] WVD MRV ONIEN MY YW B TV THYNY KYLOIVAN pever BN SVLITVI ML VAW A VTN B WY RN FRAA WAV
TEVNOUOON SNYOIS LS TR YOASY WNILROON DTN LAJI0 ISVNIOROON SNVAIS LLASO ITNOEOUN CNYON LI FYMOUO0N ONTOD L0 ISVAMINOON DNYOIR LSO

1

Viva
NV IO TN
NYO ISR AN
W3LSIS OIS

VISNNVWN
YAYQ SIS
NYQ NAWN Oka

L |

AVIBVIABASS

=| AVHOIMNIALENI

MeOE wewmogsuesy Dueoey G

VD TN USR] LEUNDUBGLB BueDig b

LA Y ARG QUG Ll Somsisy 8
WO BARC] ASQUING Legr s Duengg 2
TUOYIULSMLG L UeD N0 SINAVIE beenDue Dueeoe L

IR P e R

)

NYVAVANEIX NVA VISNANVYIN NYNNONVYaW3d
ONVAIE HOLYNIQHOOM NVINIALNIWIM

VISONVIN NVNNONVEHNAd ONVAIE A0LVNIAMOOM
NVRIGLNIWNGY V0adIM VIVL NVA ISVSINVOAO
DNVINIL 020C NNHY.L ¥ JOWON NYVAVANEIX NVA
VISNNVIN NVNNODNVEW3Id ONVAId dOLVNIAHOOM
RIFLNIW NVANLVId SV.LY NYHVENJAA

ONVLINIL

[20T NNHVL € 3OWON

NVVAVANEEN NVA  VISONVAL  NVNOONVENH
DNVAlId AOLVNIGYOOM T[HMILNIWN NVINLVAdd
NVALINY]

M

www.peraturan.go.id



2021, No. 441

-11-

_ | | | | | | | | 1
TYNOSONNS NYIVEYT YOJWOTIN TYNOSONN NVIYEYT YOSNOTH TYNCISONN NYIVEVI SOANOTX TYNOISONINS NYLYEY! $OSMOTN “
| | | | | | | | | |
5
TOMNOLOM -
NYIOVEENS
WY
NYYOYONTSd NYIOVEENS 4945 NYO OXNIWINSTS =i
YHYSN YIVL NVIOYEENS
VOONVL HOLVNIGHOOM I3ANIN| |
HYRNY NYIOVBENS YHYSN VAVL NVIOVEENS
TOMNOLONd NYa
:«H%% u«_wg NYNIdWd VHVEN =
ViYL NVIOVE SIDILVHIS NVIVIOIN
NVYONVYAISH3d pidpmshidincir
_ _ NYIovE NVIOVE
S| Ci—
VISNNVYW VAVQO ¥38NNS ViVO NYYIOT3ON3d z<.ow .._m.ﬂﬁnﬁw.co YWYS Yry3Ix
NYQ WNWN OMNIg NV ISVINHOANI W3 1SIS 018 'NYONVOISNIA ‘WNNNH OME NVQ NYYNVONIN3d ONIg

HOLVYNIQHOOM

NVIMILNIWIN LVINVLIIUNTS

www.peraturan.go.id



-12-

2021, No. 441

|

| I

TYNOBON NYIVEY! XOMN0 TN

TVROISONNS NVIVEVI OO 1IN

1 TYNOSONNS NVIVEV X0SNOTN i

_ 1

[ T 1 1

VISN LNFNYT
Nva sviravsia
NVVAVON38N3d
1LNd3A N3LSISY

NVYVSVS Lvd3l
10IS8NS NVA NVNLNVE
ILLNd3A N3L1SISV

IVISOS NVNINVE
1LNd3A N3LSISY

NVNIDASININ
NVYNVONVN3d
1LLNd30 N3LSISV

1 TVROSONN NYIVEVT 20480 T

[ | |

1LNd30 LVIHVLIUM3S

TVISOS NVYVHILHYMr3ISIM NVLYMONINId
ISVNIQYOOM ONVaIg 1LNd30

www.peraturan.go.id



2021, No. 441

-13-

[T 1T 1

==

P =E—1—

WNOISONNS NYLYEYT 30dN0 BN TYNOISONIH NVLYEY! 304N0 13X TYNOSONH NYIVEVT XOJN0E WNOSOND NVLVEYI 00BN —
[T 1 [ | 4 [T | [ | | |
VYNYON3E VISVdS SYLIISOW HVAVTIM
VOSYd NIWIrYNYIN z<n4«"w%omzvm__m_ﬂm_%wEs NVQ NYSYMYM NVNNONYEWN3d
NVQ NYLVNNNYAIN ks bvbriepindbc NVVAVQ¥38W3d NVVLYYIW3d
1LNd30 N3LSISY 1LNd3a NILSISY 1LNd3a NILSISV
| _ |
TYNOISONIE NVIVEV 30dN0 T
|
ILNd3a LYRIVLINNIS

VNVYON3E NVONVINOONVYNId NVA
HVAYTIM NVNNONVEW3d NYVYLIVY3W3d
ISYNIQHOOX ONVAIg ILNd3a

www.peraturan.go.id



-14-

2021, No. 441

P iy 1

| | _

TYNOISONNS NYLYEYT 3040 TEY 4 IWNOISONNS NYLVEVI #OJW0 1Y TYROBONIH NYIVEW XOSN0 T TUNOISONNS NYLIVEVT 304MN0TER ey
] _ T 1 ] | ] ] [
VNVONINIE VOuVNIIN
NVQ NYMNANANId3N NV.LVHISIN LINVAN3d NVLVHISIN ISONONd
NVNVAVI3d NVONYINOONVNId
Svirivnx NVLVMONINId NVQ NVITVANIONId NVQ [Z1O NVNVHVLIN
NVLV)ONIN3d ILNd3Q NILSISY 1LNd30a NILSISY UN<30 NALSISY
1LNd30 N3LSISV
L T 1
TYNOISONTS NVIVEW M0N0 ——
I |
ILNd30 LVIIVLINNIS

NVYXNANAN3d3aX NYNNONVEN3d
NVQ NVLVYHIS3N SVLITVNY NVLYHONINId
ISYNIQHOOX ONVaIg ILNd3a

www.peraturan.go.id



2021, No. 441

-15-

| [ 1

[ I 1 |

———  TYNOSONN NYLYSVI I0OdN0 TN TYNOSONN NYLIVIV N0SMN0 TN TYROISONIH NYLVEYT 204dMNOEN TYNOISONNS NY1VEW JOSM0 TN
| [ _ _ _ | | | | _ [ |
NVNdWIN3d
z<ﬂmmm H:ﬁwvmwx vanwad NYVAVONISNId WYNY NYONNANITNId
riebiphi it NYVAVON3EW3d NVQ ‘NVONNANITN3d NVQ MYH NYHNNIW3d
1LNd3Q N3LSISY 1LNd30 N3LSISV ‘MNVH NVHNNIW3d ILNd3Q NILSISY
1LNd3a NILSISY

F——  TVNOISONNS NYIVEVI B0JSN0 Y

1LNd30 LVIHVLIUNIS

VAaNW3d NYad ‘NYNdW3y3d
‘NYNV SYLIIVNY NVLYHONINId
ISVNIQHOOX ONVaig ILNd3a

www.peraturan.go.id



-16-

2021, No. 441

I 1 1 1

TUNOISONIL NYLYEWT YOO X

TYNOSONILE NYIVEVI NOJNO TN

IWNOSONINS NYLVEVI XOSN0EY

| | |

NVVAVONE3X
SviALLYEM YOVHHYIO ISViSRid NVINVLS313d TVANIW ISNTOAIY
NV ‘ISVAONI ‘ISV¥3LIM NVLVMONINId iy e 3 i
1LNd30 NILSISY 1LNd3a NILSISY e v v
_ |
prst  TYNOISONDS NYLIVEW SOSNO TN
| |
ILNd3Q LYINVLINNIS

VOVHHVO0 ISVLS3dd
NVA ‘NYVAVANE3IN NYNIrYW3d “TVINIW
ISNTOA3Y ISYNIQYOOM ONVAIg LLNd3a

www.peraturan.go.id



2021, No. 441

-17-

_ ||

| [ [ |

pd  TVNOSONN NVAVEVI NOSWO 1IN

TVNOSONME NVIVEVE X06N0 1IN

| ||

i O

VINVOVY3E ISYYIA0OW
NVQO NVMIGION3d SVLITVYNX NVLYHONINId
ISYNIQHOOX ONVQIg I1LNd3a

IDONIL HYONINIW
VNVOVY3E ISVEIAON ﬂﬁ._zn‘_‘wuwu NVXIQION3d NV NVQ ‘4VSVa 'INIa
ILNd3a NILSISY i oen I8 ISYMOA NYMIGIONId VISN ¥YNY NYXIQIONSd
1LNd3a N3LSISY ILNd3a NILSISY
[ | _
< TWNOISONNS NVIVEVI 30dWNO TN
[T |
ILNd30 LYINVLIINNIS

www.peraturan.go.id



-18-

2021, No. 441

AANFASH AICAVHNAN

PH

‘VISANOANI AITaNday
NVYVAVANGdM Nva

VISONVIN NYNNONVEHNId DNVAId
AOLVNIQIOON IALNIN

I |

TYNOISONNS NVIVEVI NOdWO 13N

[ 11 _

VHVSN ViIVL NYIOVSE

AVHOLANILSNI

www.peraturan.go.id



